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Nomor : S-225/AG/AG.4/2022 15 Juni 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengesahan Revisi Anggaran  Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman 
IV.A  PTKIN Ditjen Pendidikan Islam TA 2022 

Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

Nomor : B-1287/DJ.I/KU.00.2/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Usulan Revisi Buka Blokir

Anggaran TA 2022, dengan ini disampaikan:

1. Usulan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Unit Organisasi Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam dalam rangka Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir) telah

disahkan sebesar Rp60.518.215.000,- dan Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian

Keuangan telah diperbaharui.

2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan yang

digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana daftar terlampir.

3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala

KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA

Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.

4. Pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum dalam DIPA agar dilakukan secara prudent dan

penuh tanggung jawab, profesional, bersih dari korupsi dan konflik kepentingan, serta

berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung zona integritas wilayah bebas korupsi, Direktorat

Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkomitmen untuk memberikan

layanan secara berintegritas, professional, dan bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan

Ditandatangani secara elektronik

Putut Hari Satyaka

Tembusan:
1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Direktur Jenderal Anggaran
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4. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
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